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Abstrak
 

Menurut pasal 2 ayat 5 Undang ndash; Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang, permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi hanya dapat dilakukan oleh

Menteri Keuangan. Saat ini kewenangan tersebut telah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan OJK dengan

adanya Undang ndash; Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. OJK mengajukan permohonan pailit

terhadap PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya PT. AJBAJ tanpa didahului dengan permohonan dari kreditor.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: bagaimana kewenangan OJK dalam pengajuan

permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi dan pelaksanaannya dalam permohonan pailit terhadap PT.

AJBAJ? Apakah hakim telah menerapkan prinsip ndash; prinsip hukum yang tepat dalam menjatuhkan

putusan terhadap PT. AJBAJ? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit yang diajukan

OJK terhadap perusahaan asuransi dapat dilakukan tanpa didahului dengan permohonan dari kreditor

sepanjang hal tersebut dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan konsumen. Dalam menjatuhkan

putusan pailit terhadap PT. AJBAJ hakim pada pengadilan tingkat pertama kurang cermat dalam memeriksa

pokok perkara sehingga putusan yang diberikan kurang tepat, hal ini ternyata dalam putusan pada tingkat

kasasi dimana hakim pada tingkat ini menyatakan putusan tingkat pertama tersebut dibatalkan.

......According to Article 2 paragraph 5 Act Act No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation

for Payment of Debts, bankruptcy filling for the insurance company can only be field by the Minister of

Finance. Currently the authorities have been turning to the Otoritas Jasa Keuangan OJK in the presence of

Law Law Number 21 Year 2011 concerning OJK. OJK filed a bankruptcy filling for PT. Asuransi Jiwa

Bumi Asih Jaya PT. AJBAJ without preceded by a request from the creditors.

The purpose of this research is to determine How the OJK authorized the filing of a bankruptcy petition

against the insurance company and their implementation in a bankruptcy petition for PT. AJBAJ Do the

judges have applied the principle the principle of the proper law in decisions for PT. AJBAJ This research is

normative.

Results from the study showed that the application for a declaration of bankruptcy filed for the insurer OJK

can be done without preceded by a request from the creditor to the extent they do in order to protect the

interests of consumers. In the verdict of bankruptcy to PT. AJBAJ judge at first instance are less careful in

examining the case until the verdict is given less precise, it was the decision on appeal where the judge at

first instance verdict is declared to be canceled. 
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